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PUTUSAN
Nomor 1326 K/Pid.Sus/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG
memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat
kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Batu Bara, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : MUHAMMAD FAISAL, S.Pd;

Tempat Lahir : Tanjung Tiram;

Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/4 April 1976;

Jenis Kelamin :  Laki-laki;

Kewarganegaraan . Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun VI, Desa Pahlawan, Kecamatan

Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;

Agama . Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa tersebut ditahan di dalam tahanan Kota sejak tanggal 25
Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Kisaran karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C juncto Pasal 80 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Batu Bara tanggal 11 Oktober 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FAISAL, S.Pd. bersalah
melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan fisik terhadap Anak”

sebagaimana diatur dalam Pasal 76C juncto Pasal 80 ayat (1)
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Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
dalam surat Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara
selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam
tahanan Kota;

3. Menyatakan barang bukti berupa:-;

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 817/Pid.B/
2018/PN.Kis tanggal 16 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai
berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FAISAL, S.Pd. terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan
kekerasan fisik terhadap Anak” sebagaimana dalam Dakwaan
Tunggal;

2.  Menjatuhkan pidaa terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan
pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika
dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain
disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana
sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1029/Pid.Sus/
2018/PT.MDN tanggal 27 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai
berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
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- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 817/Pid.B/
2018/PN.Kis tanggal 16 Oktober 2018 yang dimintakan banding
tersebut;

- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid/2019/PN.Kis
yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran, yang
menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2019, Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Batu Bara mengajukan permohonan kasasi
terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Februari 2019 dari Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Batu Bara tersebut sebagai Pemohon
Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada
tanggal 4 Februari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut
telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu
Bara pada tanggal 10 Januari 2019 dan Penuntut Umum tersebut
mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Januari 2019 serta
memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Kisaran pada tanggal 4 Februari 2019. Dengan demikian, permohonan
kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang
waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu
permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat
diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon
Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat

dalam berkas perkara;
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Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon
Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai
berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, judex
facti tidak salah dalam menerapkan hukum, judex facti telah
mengadili Terdakwa dalam perkara a quo sesuai hukum acara
pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya:

2. Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa
dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu
dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta, bahwa Terdakwa
memukul Anak Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah
penggaris kayu karena Anak Korban tidak mau melaksanakan
perintah Terdakwa untuk memasukkan baju sekolah Anak Korban ke
dalam celananya;

3. Bahwa Terdakwa memukul di bagian kepala Anak Korban sebanyak
2 (dua) kali, paha sebelah kiri dan pergelangan tangan sebelah
kanan sehingga Anak Korban mengalami sakit dan bengkak pada
beberapa bagian tubuh tersebut, hal ini sesuai dengan visum et
repertum dari UPT Puskesmas Labuhan Ruku Nomor
445/2567/VER/PKM-LR/ XI1/2017 tanggal 2 Desember 2017;

4. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan bahaya terhadap
keselamatan jiwa Anak Korban karena bagian kepala adalah bagian
tubuh yang rawan bila mendapat perlakuan kekerasan yang tidak
sewajarnya. Pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa
bukanlah sarana balas dendam, namun lebih kepada edukasi agar
ke depan Terdakwa lebih berhati-hati dalam melakukan pembinaan
terhadap murid-muridnya supaya tidak berlebihan;

5. Bahwa lagipula alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya mengenai
berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang

judex facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi,
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kecuali dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum
ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman
pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan
atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan
yang cukup dan ternyata dalam menjatuhkan hukuman tersebut
Jjudex facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang
keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan
ternyata pula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan
dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi
tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani
untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 76C juncto Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan
perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILL
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT
UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BATU BARA tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2019 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H,,
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
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Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. dan Dr. Hj.
Desnayeti M., S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-
Hakim Anggota, serta Dr. Carolina, S.H., M.H., Panitera Pengganti
dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim—Hakim Anggota, Ketuq[ty?jelis,
Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.
ttd./

Dr. Hj. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./

Dr. Carolina, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. sebagai
Hakim Anggota | telah meninggal dunia pada hari Jum’at, tanggal 20
September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr.
H. Suhadi, S.H., M.H. dan Hakim Agung Dr. Hj. Denayeti M.,, S.H., M.H.
sebagai Hakim Anggota Il

Jakarta, 1 November 2019
Ketua Mahkamah Agung R,
ttd./
Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RL.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, SH., M.Hum.
NIP. 196006131985031002
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